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Abstrak 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, hal ini sesuai dengan tujuan dari 
pendidikan yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berimbas kepada 
peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia. agar tidak tertinggal dengan bangsa lain 
pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia 
untuk itu pendidikan wajib diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali 
masyarakat yang hidup dikota maupun daerah terpencil. adapun rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah: 1) bagaimana langkah dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga 
dalam meningkatkan pelyanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang? 
2) apa saja hambatan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan 
pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang? adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui bagaimana langkah dinas pendidikan 
kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau 
Rinca desa pasir panjang.2) untuk mengetahui apa saja hambatan dinas pendidikan 
kepemudaan dan olaharaga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD 
Pulau Rinca desa pasir panjang metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian  kualitatif,  teknik  pengumpulan  datanya  adalah  dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. teknik analisa data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian 
data penarikan kesimpulan hasil penelitian menunjukan bahwa langkah pemerintah daerah 
dalam meningkatan pelayanan publik sejauh ini belum berjalan dengan efektif karena 
dilihat dari sarana prasarana, dana bantuan operasional sekolah (Bos) dan keejahtraan guru 
yang sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sekolah yang berada 
di desa pasir panjang sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membantu 
memcahkan masalah pendidikan yang terjadi didesa pasir panjang. 

  Keywords: Pemerintah; Pelayanan; Pendidikan; Good Governance  
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Pendahuluan 

 
Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari setiap kehidupan 

manusia. salah satu prioritas utama dalam agenda Pembangunan Nasional 

adalah Pendidikan. oleh karena itu, pemerintah wajib untuk memenuhi setiap 

hak warga negara dalam mendapatkan layanan Pendidikan untuk lebih 

meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Sama halnya dengan cita-cita 

bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 

yang ada pada alenia ke- 4, dalam mewujudkan kesejahtraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. tidak dapat dihindari bahwa saat ini 

Pendidikan adalah sesuatu yang menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia. 

walaupun setiap manusia membutuhkan Pendidikan yang tidak sama atau 

berbeda-beda baik itu jenjang ataupun tempat pendidikannya (Setyasih, 2023). 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana setiap orang untuk 

menciptakan suasana belajar dan proses belajar mengajar agar peserta didik 

aktif dalam mengembangkan suatu potensinya guna untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak 

mulia, serta adanya keterampilan yang di peroleh dari dirinya sendiri, 

masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri (Hermansyah, 2022). 

Saat ini suatu Sistem Pendidikan Nasional Indonesia sudah di 

selenggarakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan di dalam penyelenggaraan Pendidikan, selama awal kemerdekaan 

hingga saat ini. Pemerintah tentunya telah menghadapi banyak masalah yang 

dapat mempengaruhi perkembangan Pendidikan di indonesia. banyaknya 

masalah Pendidikan secara umum di Indonesia antara lain yaitu pemerataan 

Pendidikan, kualitas Pendidikan, relevansi Pendidikan, efektivitas dan efisiensi 

Pendidikan. Masalah-masalah ini akan selalu menjadi focus dari Pemerintah itu 

sendiri dalam suatu cara mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu, 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, Suatu kepedulian pemerintah di daesrah 

terpencil dalam bidang Pendidikan tidak sebesar yang sudah diberikan 

Pemerintah pada daerah perkantoran yang notabenenya lebih mudah dan 

gampang di jangkau (Widanti, 2022). 

Kepala sekolah merupakan penentu keberhasilan dalam mengelola 

suatu lembaga pendidikan dan bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan 

dalam suatu lembaga pendidikan, demikian pula dengan kegiataan pengelolaan 

sarana dan prasarana. fasilitas dalam lembaga pendidikan yang mencukupi 

tidak disertai dengan pengelolaan yang baik menjadi permasalahan umum 

dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana 

tersebut perlu di kelola dengan baik agar proses pembelajaran berjalan dengan 

maksimal. 

Salah satu faktor terciptanya pendidikan bermutu ialah fasilitas sekolah, 

fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang di adakan untuk memperlancar 

kegiatan pendidikan di sekolah, dalam usaha memberikan pelayanan proses 

belajar mengajar yang bermutu maka diperlukan fasilitas sekolah yang sesuai 

dengan standar pelayanan minimum, dan dalam pelaksanaanya perlu adanya 

pengelolaan yang baik. dengan adanya sarana prasarana yang lengkap akan 

memberikan kepuasaan terhadap siswa dan guru dalam proses belajar 

mengajar. 

 

Masalah di atas adalah bentuk masalah yang terjadi di SDN Pulau Rinca, 

SDI Kerora, dan SD Kukusan yang menjadi permasalahan umum dalam  

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. perlu adanya pelayanan yang 

baik dan maksimal yang di berikan pemerintah kepada sekolah tersebut. 

Sedangkan untuk jumlah siswa pendidikan sekolah dasar di desa Pasir Panjang 

pada tahun 2024 adalah sebanyak 234 siswa. Di SDN Pulau Rinca sendiri 

memiliki jumlah siswa sebanyak 155 siswa dan 15 guru. 
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Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik mencatat, sebanyak 10.985 Desa 

atau kelurahan tidak ada sekolah dasar atau madrasah ibtidiyah. Penyebabnya 

lantaran tidak seimbangnya penyediaan insfratruktur layanan publik yang  

memadai. Selain belum meratanya pendidikan, kualitas serta sarana dan 

prasarana pendidikan di perkotaan dan pedesaan sangat berbeda. di perkotaan, 

siswa akan mendapatkan pendidikan yang layak dari segi kualitas sarana dan 

prasarana, berbeda dengan dipedesaan. Mestinya agar pemerataan pendidikan 

dapat tercapai, paling tidak dalam suatu desa terdapat sd/mi. 

Untuk itu, di perlukan perhatian yang serius dari pemerintah, sesuai 

dengan kewenangan masing- masing agar menyediakan fasilitas pendidikan 

didaerah terpencil, pegunungan maupun di pesisir, yang mendukung 

terselenggaranya pemerataan terhadap akses untuk memperoleh pendidikan 

pemerataan pendidikan tersebut tidak hanya dengan membangun sarana 

sekolah, yang tidak kalah penting adalah membangun prasarana menuju 

sekolah. 

Sedangkan untuk kondisi geografis dan iklim Kabupaten Manggarai 

Barat memiliki batas-batas sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan 

laut flores, bagian selatan dengan laut sawu, bagian barat dengan dengan selat 

sape, dan bagian timur dengan kabupaten manggarai. 

Kabupaten manggarai barat beriklim tropis, seperti halnya di tempat 

lain di indonesia, di kabupaten manggarai barat dikenal dua musim yaitu musim 

kemarau dan musim hujan. Pada bulan juni sampai dengan september arus 

angin berasal dari australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga 

mengakibatkan musim kemarau. sebaliknya pada bulan desember sampai 

dengan maret arus angin berasal dari asia dan samudera pasifik yang 

menyebabkan terjadinya musim hujan. 
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Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati 

masa peralihan pada bulan april-mei dan oktober-november. Walaupun 

demikian, mengingat manggarai barat dan NTT umumnya dekat dengan 

australia arus angin mengandung uap air dari asia dan samudra pasifik sampai 

di wilayah manggarai barat kandungan airnya sudah berkurang yang 

mengakibatkan hari hujan di manggarai barat lebih sedikit di bandingkan 

dengan wilayah yang lebih dekat dengan asia hal ini menjadikan manggarai 

barat sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (januari 

sampai dengan maret dan desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan 

sisanya relatif kering. 

Dari ke-3 sekolah dasar yang ada di desa pasir panjang tersebut peneliti 

lebih fokus meneliti pada SDN Pulau Rinca sehingga akan di kaitkan dengan 

judul yaitu Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Good 

Governance (Studi Kasus Sdn Pulau Rinca Desa Pasir Panjang Kecamatan 

Komodo). 

Metode 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, kualitatif adalah 

sebuah proyek penelitian dengan tujuan menentukan fenomena yang dialami 

oleh orang-orang yang menjadi peserta penelitian, seperti persepsi, perilaku, 

tindakan dan motivasi (Mahardhani, 2022). Penelitian deskriptif kualitatif 

menurut Budiman et al., (2022) dalam Rachma Dina Maida Shofa dkk,2022 

Penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif lebih menitipberatkan pada 

ciri-ciri, sifat-sifat, dan keterkaitan antar kegiatan dari pada penilitian kualitatif. 

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendiskripsikan dan mendiskripsikan 

fenomena yang ada, baik yang alami maupun buatan manusia. Selain itu, 

penilitian deskriptif tidak memberikan terapi, modifikasi, atau penyesuaian 

apapun terhadap variable tertentu; sebaliknya, itu hanya melaporkan situasi 

dalam kondisi saat ini. studi situ sendiri berfungsi sebagai satu-satunya jenis 

terapi, dan dilakukan melalui kombinasi observasi, wawancara, dan rekaman. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif yang mempelajari masalah- masalah 

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-

situasi tertentu, termaksut tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan 

pandangan-pandangan serta proses- proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Metode deskriptif adalah penilitian yang diarahkan untuk memberikan 

gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat 

tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau 

lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta -fakta, sifat-sifat, 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati yang di 

arahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh), sehingga dalam 

hal ini tidak boleh mengisolasikan organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Salah satu cara untuk melihat apakah pelayanan yang di berikan sudah 

memuaskan atau belum adakan survey kepada para pelanggan hal ini dapat di 

lakukan ketika masyarakat selesai bertrasaksi atau sebelum mereka keluar dari 

kantor dinas selanjutnya dapat diketahui apa saja yang sudah bagus dan perlu di 

pertahankan serta sisi apa saja yang masih perlu di kembangkan lagi di lihat dari 

sisi pola pelaksanaan, pelayanan pendidikan memiliki berbagai kelemahan 

hambatan geografis misalnya jauhnya lokasi sekolah yang di ikuti oleh tidak 

adanya fasilitas transportasi dan akses jalan yang mendukung untuk mencapai 

sekolah, mahalanya biaya pendidikan teruatama pada pendidikan tingkat atas 

dan perguruan tinggi. 
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Tabel 1. Jenis Pelayanan Kegiatan Tahun 2024 

 

NO Nama Kegiatan Jadwal Pelaksanaan 
Perbulan 

1. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar Januari 

2. Pengeloaan pendidikan sekolah 
menengah pertama 

Februari 

3. Pengelolaan pendidikan anak usia 
dini (PAUD) 

Maret 

4. Pengelolaan pendidikan 
nonformal/kesetaraan 

April 

5. Pemerataan kuantitas dan kualitas 
pendidik dan tenaga kependidikan 
bagi 
satuan pendidikan dasar, PAUD, dan 
pendidikan nonformal/kesetaraan 

Mei 

6. Penyadaran,pemberdayaan,  
dan pengembangan pemuda dan 
kepemudaan terhadap pemuda 
pelopor kabupaten/kota wirausaha 
muda pemula,dan pemuda kader 

kabupaten/kota 

Juni 

7. Pemberdayaan dan pengembangan 

organisasi kepemudaan tingkat daerah 

kabupaten/kota 

Juli 

8. Pembinaan  dan pengembangan 

olahraga pendidikan  pada jenjang 

pendidikan yang menjadi kewenangan 

daerah kabupaten/kota 

Agustus 

9. Pembinaan dan pengembangan 
olahraga rekreasi 

September 

Sumber Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga Tahun 2024 
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Dari tabel diatas dapa dilihat kegiatan/ pelayanan yang diberikan dinas 

pendidikan kepemudaan dan olahraga di kabupaten manggarai barat tahun 2024 

dan berdasarkan jadwal kegiatannya. Dinas pendidikan kepemudaan dan 

olahraga kabupaten manggarai barat memiliki kegiatan berdasarkan bidang yaitu 

secretariat, bidang pendidikan dan pengajaran, bidang guru dan tenaga 

kependidikan , bidang PAUD dan PNFI Kurikulum merdeka adalah kurikulum 

dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana lebih 

mengoptimalkan agar peserta didik memilki cukup waktu untuk mendalami 

konsep dan penguatkan kompetensi diri menindaklanjuti hal ini, Dinas 

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat malalui 

Bidang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan PNF (Pendidikan Non Formal) 

melaksanakan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka (IKM) pada lembaga 

pendidikan non formal di Aula SMK stella maris, Labuan bajo pada selasa, 21 

maret 2024. kegiatan ini diikuti oleh seluruh lembaga PNF sekabupaten 

manggarai barat kegiatan IKM untuk pendidikan kesetaraan di selenggarakan 

sebagai bentuk sinergis anatara bidang bidang pendidikan non formal (PNF) 

Dinas PKO dengan lembaga pusat kegiat an belajar masyrakat (FK PKBM) di 

kabupaten manggarai barat. 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan 

dan Olahraga kabupaten manggarai barat, Drs. Yohanes Hani, M.pd dan diikuti 

oleh unsur operator dan tutor satuan pendidikan kesetaraan yaitu 13 peserta dari 

PKBM dan SKB yang ada di wilayah kabupaten manggarai barat. dalam 

sambutannya, Yohanes Hani memberi motivasi para pengelola atau direktur 

PKBM agar serius dalam memajukan pendidikan manggrai barat khususnya 

dalam hal pendidikan kesetaraan saat ini kita sedang berusaha kaji dan focus 

pada anak-anak yang putus sekolah baik pada pendidikan dasar maupun 

pendidikan menengah. yang tidak tamat/putus waktu SMP dan tidak tamat/putus 

SMA, kita arahkan ke SKB atau PKBM apakah kita menunggu orang yang 

mendaftar atau kita harus mencari siswa yang putus sekolah? PKBM mesti 

menjadi perpanjangan tangan dinas PKO dalam upaya pendataan sekaligus 
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menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tutur 

John Hani. 

Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 

kabupaten manggarai barat, Drs.Yohanes Hani, M.pd. berpesan agar 

menghilangkan kesan ketidakserusan dalam mengelola PKBM “ Pendidkan nont 

formal itu, terkesan ada dan tidak. ada nama kelompoknyaanya, namun siswanya 

tidak ada. maksudnya siswa ada saat mau ujian tugas di rektur PKMB 

menggerakkan/menghidupkan PKBM. karena pendidikan kesetaraan adalah 

salah standar pelayanan minimal(SPM) saat ini aturannya tidak segampang dulu. 

saat ini mesti ada data lengkap, by name byaddress, semua berbasis depodik 

perkuat cabang-cabang PKBM kita mesti bersemangat dan bergerak serius” tegas 

kadis PKO. 

Hal lain yang mau di sampaikan kepala dinas PKO manggarai barat adalah 

berkaitan pentingnya akreditasi PKBM diakreditasi syaratnya mesti ada program 

paket, dokumen kurikulum, guru, ijin operasional dan lain-lain. jangan berkecil 

hati karena bergerak dipendidikan pendidikan non formal. semua sama karna 

bergerak di dunia pendidikan” ujar salah satu asesor pendidikan nor formal ini 

adapun syarat umum yang harus di penuhi PKBM dalam pengajuan akreditasi 

anatara lain, memiliki ijin penyelenggaraan, mengajukan akta pendirian dari 

notares, telah beroperasi minimal dua tahun, memiliki nomor pokok satuan 

PAUD (NPSP) bagi PAUD mempunyai nomor induk lembaga kursus dan pelatihan, 

dan nomor induk lembaga bagi PKBM juga menggunakan prasarana pendukung 

dengan dokumen yang sah (sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan dan surat 

perjanjian pemanfaatan prasarana). 

Pembahasan 

Setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayanan dan berhak atas 

pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kehidupan yang layak ini dengan 

amanat dari UUD 1945 berkaitan dengan pelayanan ada dua istilah yang perlu 

diketahui yaitu melayani dan pelayanan pengertian melayani adalah membantu 

menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang sedangkan pengertian 

pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain (KBBI). 
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Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat ia 

tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani 

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreaktivitasnya demi mencapai 

tujuan bersama karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk memberikan layanan baik dan professional. Lahirnya pemerintah pada 

awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, 

sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar, seiring 

dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya 

kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat, 

pemerintah modern dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat 

Peningkatan potensi kependidikan secara optimal ada baiknya dinas 

pendidikan mengontrol peningkatan potensi kependidikan agar siswa yang tidak 

mampu dan putus sekolah namun berprsetasi diberikan kesempatan untuk 

menikmati pendidikan karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pelayanan publik bidang 

pendidikan dasar dalam perspektif good governance, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran masyarakat atau keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian 

yang perlu dioptimalkan dengan adanya keterlibatan masyarakat para pihak 

dapat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan 

fungsi control dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelyanan 

publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya untuk 

mewujudkan keterlibatan masyarakat dibutuhkan kesadaran dan  
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pengetahuan kepada masyarakat mengenai seperti apa peran masyarakat 

didalam pelayanan publik 

2. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik pendidikan dasar 

sejauh ini belum berjalan dengan efektif karena dilihat dari sarana 

prasarana, dana bantuan operasional sekolah (bos) yang belum memadai 

3. Meningkatkan mutu pendidikan, akses penduduk yang lebih terbuka 

keberbagai fasilitas pendidikan, tingkat kesejahtraan yang cukup memadai 

dan ditunjang oreantasi hidup yang sangat dipengaruhi kebudayaan urban 

telah menjadikan penduduk desa pasir panjang mempunyai aspirasi ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

4. Kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan pemerintah daerah yang 

menjadi hambatan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Dea Pasir 

Panjang 

5. Sarana dan Prasarana, dana bantuan operasioanal (bos) dan kesejahtraan 

guru yang sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah 

6. Peningkatan pelayanan pendidikan diDesa Pasir Panjang dan peningkatan 

pelayanan antara SD Kerora dan SD Pulau Rinca, lebih meningkat di SD 

Pulau Rinca karena bantuan dari BUMN yang merehab seluruh bangunan 

sekolah sedangkan SD kerora masih sebagian 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan 

beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan, yang diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Adanya keterlibatan masyarakat para pihak dapat bersama-sama untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan fungsi control dari 

masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelyanan publik dapat 

terselenggara dengan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan 

pelayanan yang baik. 

2. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan lagi pelayanan publik 
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pendidikan dasar didesa pasir panjang agar lebih efektif 

3. Meningkatkan mutu pendidikan, akses penduduk yang lebih terbuka 

keberbagai fasilitas pendidikan, tingkat kesejahtraan yang cukup 

memadai agar pelayanan pendidikan berjalan dengan semestinya 

4. Pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan administrasi 

pendidikan didaerah kepulauan sehingga pemerataan pendidikan dapat 

terlaksana dengan baik 

5. Meningkatkan dana bantuan untuk sekolah dasar didesa pasir panjang 

khususnya SD kerora yang jauh tertinggal dengan SD Pulau Rinca. 

6. Kepala sekolah didesa pasir panjang harus lebih aktif dalam mengawali 

pembangunan disekolah dan komunikasi yang baik dengan pemerintah 

daerah agar pemerataan pendidikan dapat terlaksana. 
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